
.... "'·- 

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisfern- Pendidikan - . 
Nasional; 

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentangGurudan Dasen;·. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ten tang Pendidikan 

Tinggi; , 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; · 
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tcntang Kedudukan, . 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

6. Peraturan Presiden Rl Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nornor 10 Tahun 2005 Tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kernenterian Negara Republik 
Indonesia; - ..•. ,,., ' 

7. Keputusan Menter] Agama Nomor l O 1 Tahun 1998 tentang 
Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program 
Diploma dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta; 

8. Keputusan Bersarna Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Menteri Agama RI Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 
1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan 

. . . 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud dalarn - 
huruf a dan b di atas, dipandang pcrlu mernberikan izin operasional: 
kepada Sekolah Tinggi Pendidikan Agarna Katolik Santo Yohanes ., 
Penginjil [STPAK St. Yohanes Pcnginjil] Keuskupan Arnboina.; - 
Provinsi Maluku untuk menyelenggarukanProgram Sarjana Strata_ 
Satu [S 1] dalam bidang Pendidikan Agarna Katolik . 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan zaman 
dipandang perlu menyediakan tenaga-tenaga yang ahli dalam 
bidang Pendidikan Agama Katolik; 

b. Bahwa Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes - 
Penginjil [STPAK ST. Yohanes Penginjil] Keuskupan Arnboina, _ 
Provinsi Maluku dipandang marnpu untuk menyediakan tenaga- - 
tenaga ahli di bidang Pendidikan Agarna Katolik; 
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SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK SANTO 
YO-HANES PENGINJIL [STPAK ST. YOHANES PENGINJIL] KEUSKUPAN 

AMBOINA, PROVINS! MALUKU 



Dalam penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan, _ Program Studi, 
harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. , 

. . 
Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Satu [S l] Pendidikan Agama 
Katolik harus berdasarkan Kurikulum Nasional [Inti] yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingam Masyarakat Katolik 
Departemen Agama RI dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan 
oleh Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Y ohanes 
Penginjil [STPAK St. Yohanes Penginjit] Keuskupan Amboina, 
Provinsi Maluku 

Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat _ditinjau kembali dan diubah 
berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Sekolah Tinggi 
Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil [STP AK St. 
Yohanes Penginjil] Keuskupan Amboina Provinsi Maluku yang 
dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Departemen Agama RI. 

Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes 
Penginjil [STPAK St. Yohanes Penginjil] Keuskupan Amboina 
Provinsi Maluku wajib mendaftarkan mahasiswa dan memberikan 

Mernberikan izin operasional kepada Sekolah Tinggi Pendidikan 
.Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil [STPAK St. Yohanes 
.Penginjil] Keuskupan Amboina, Provinsi Maluku untuk 

· menyelenggarakan Program Sarjana Strata Satu [S 1] Pendidikan 
Agama-Katolik. 
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Menetapkan : . KEPUTUSAN. DIREKTUR JENDERAL · BIMBINGAN 
MASYARAKAT KATOLIK DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK 

- INDONESIA TENT ANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL 
, KEPADA SEK OLAH TINGGI PENDIDIKAN A GAMA KA TOLIK 

• .-:.SANTO YOHANES PENGINJIL [STPAK ST. YOHANES 
PENGINJIL] KEUSKUPAN AMBON PROVINSI MALUKU. 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina 
Nomor Ol/A.1227/JP/V/2006 tanggal 17 April 2006 tentang 
Permohonan Ijin Pembukaan STPAK St. Yohanes Penginjil, 
Ambon. 

2. Supervisi Tim Akreditasi Ditjen Bimas Katolik Departemen 
Agama tanggal 16 s.d. 18 Juni 2006 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

9. Peraturan · Menteri Agama RI Nornor 3 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 325 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama 
Katolik Swasta; 
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Tembusan kepada Yth.: 
1. Menteri Agama RI; _ 
2. Menteri Pendidikan Nasional IU; 

· 3. Kepala Badan Kepegawaian NegaraJakarta; 
4. Gubemur Provinsi Maluku; 
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat .Keagamaan . di~~~_irigkun~an 

Departemen Agama RI; 
6. Ketua K WI di Jakarta; 
7. Ketua Komkat KWI di Jakarta; 
8. Bapak Uskup Keuskupan Amboina; 
9. Ketua DPRD Provinsi Maluku; 
10. Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negera Departemen Agama; 
11. Para Kakanwil DeparternenAgama di Seluruh Indonesia 

U.p. Kabid/Pernbirnas Katolik Provinsi; 
12. Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina; 

Jakarta. 
12 Juli 2006. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Ketujuh 

laporan setiap semester kepada Direktur Jendcral Bimas Katolik 
Departemen Agama RI. 
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan .diatur lebih 
lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 
hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan iru akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Keen am 
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